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ABSTRAK 

Henrico Octavian Guluda, NPM 92011403161048, Penyelesaian Non Litigasi 

Dalam Wanprestasi Perjanjian Kredit Pada Bank Dibimbing oleh J.R.S. 

Pilongo,SH.,MH dan Verry Korua,SH.,MH 

Kata Kunci : Penyelesaian Wanprestasi, Perjanjian Kredit 

Dalam melakukan sebuah perjanjian kredit seringkali terjadi wanprestasi 

antara debitur dengan kreditur baik yang disengaja maupun tidak sengaja. 

Akibatnya perjanjian kredit perbankan menjadi macet dan harus diselesaikan oleh 

kedua belah pihak, penyelesaian ini harus dilakukan dan nasabah harus siap 

menanggung ganti rugi maupun denda terhadap tunggakan angsuran hutang yang 

belum terbayar.  

Wanprestasi masih dapat terjadi walaupun telah dilakukan bermacam 

tahapan dan analisa terhadap kelayakan debitur, baik dari segi kepercayaan dan 

kelayakan usaha. Namun dengan seiring berjalannya waktu pihak debitur sering 

lalai dalam melaksanakan perjanjian yang telah disepakati yang akhirnya 

mengakibatkan wanprestasi.  

Pokok permasalahan yang dapat dikemukakan dalam penulisan skripsi ini, 

yaitu (l) Apa faktor - faktor penyebab terjadinya wanprestasi dan akibat hukum 

yang ditimbulkan terhadap suatu perjanjian kredit. (2) Bagaimana mekanisme 

perlindungan hukum bagi nasabah dalam penyelesaian wanprestasi terhadap 

Perjanjian Kredit. 

 Tujuan penulisan skripsi adalah (1) untuk mengetahui dan memahami 

faktor-faktor penyebab wanprestasi dan akibat hukum yang ditimbulkan. (2) 

Untuk mengetahui dan memahami mekanisme perlindungan hukum bagi nasabah 

dalam penyelesaian wanprestasi. 

Berkaitan dengan itu, maka metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, sehingga pendekatan yang 

digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. 

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah (1) Faktor penyebabnya wanprestasi 

disebabkan dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal 

penyebab timbulnya kurangnya ketelitian pihak kreditur dalam pemberian kredit 

dan prosedur pemberian kredit berjalan kurang baik. Sedangkan faktor eksternal 

disebabkan dari kesalahan debitur itu sendiri baik disengaja maupun tidak 

disengaja. Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain dirugikan dan pihak 

yang merugikan harus menanggung akibat dari tuntutan pihak yang dirugikan 

berupa pembatalan perjanjian disertai ganti rugi atau pemenuhan perjanjian 

disertai ganti rugi. (2) Mekanisme perlindungan hukum untuk nasabah dalam 

penyelesaian wanprestasi dapat ditempuh melalui dua jalur, yaitu jalur litigasi dan 

non litigasi. Penyelesaian melalui jalur litigasi tidak disarankan karena 

perlindungan hukum terhadap nasabah tersebut sangat lemah sehingga sebaiknya 

nasabah tersebut menempuh jalur non-litigasi karena memberikan win-win 

solution bagi para pihak. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Untuk melaksanakan Pembangungan nasional secara bertahap bangsa 

Indonesia memiliki satu tujuan yaitu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan 

seluruh masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi ialah penunjang 

untuk pembangunan nasional dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan, 

pendapatan, daya beli, taraf hidup beserta kemandirian masyarakat sehingga hasil 

dari pembangunan dapat mewujudkan suatu kebijakan salah satunya dalam bidang 

perkreditan perbankan. Maka pelaksanaan nasional harus memperhatikan 

kesalarasan, keserasian, dan kesinambungan unsur-unsur yang terdiri 

pertumbuhan ekonomi, stabilitas ekonomi, dan pemerataan pembangunan. 

Dimana hal tersebut dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil 

dan makmur dengan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. 

Lembaga keuangan yang berperan sebagai perantara bagi pihak-pihak 

yang membutuhkan dana untuk suatu kegiatan usaha ialah lembaga perbankan. 

Dimana lembaga perbankan tersebut bergerak dalam pemberian berbagai jasa, 

perkreditan, melayani kebutuhan pembiayaan dan juga melancarkan mekanisme 

sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian. Kegiatan tersebut memiliki 

dampak yang memposisikan pihak bank sebagai salah satu lembaga keuangan 

yang memiliki fugsi sumber  dana utama untuk pembiayaan kegiatan usaha dan 

pembangunan ekonomi. 
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Salah satu lembaga keuangan yang paling penting ialah bank karena 

memiliki peranan besar dalam kehidupan perekonomian masyarakat. Bank 

memiliki tujuan yaitu sebagai financial intermediary atau disebut juga perantara 

dalam menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya serta memberikan 

jasa-jasa lainnya. Fungsi Perbankan di Indonesia dituntut untuk menjadi menjadi 

sarana pembangunan untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan 

nasional. Dalam mendukung  pembangunan nasional tersebut fungsi bank di atur 

secara rinci di dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan 

bahwa dijelaskan perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan 

pembangunan nasional dalam rangka pemerataan, peningkatan dan stabilitas 

nasional menuju peningkatan kesejahteraan rakyat, maka dari pemaparan tersebut 

fungsi perbankan di Indonesia bukan hanya sebagai penghimpun dan penyalur 

dana tetapi memiliki peran peningkatan pembangunan nasional. 

Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-

Undang No.7 Tahun 1992 Pasal 1 angka (2) tentang Perbankan yang selanjutnya 

disebut Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Memberikan 

pengertian bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat 

dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf 

hidup rakyat banyak. Secara umum Fungsi bank adalah menjadi perantara untuk 

menyediakan dana bagi masyarakat. Peranan bank tersebut sangat penting dalam 

mengatur perekonomian nasional. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional 
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pada negara-negara berkembang salah satu yang paling menentukan adalah 

penyediaan dana.   

Dalam Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 angka (11) tentang 

Perbankan memberikan pengertian bahwa Kredit adalah penyediaan uang atau 

tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau 

kesepakatan pinjam meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang 

mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu 

tertentu dengan pemberian bunga.  

Undang-undang perbankan juga menjelaskan bahwa dalam proses 

pemberian kredit yang dilakukan oleh bank harus ada perjanjian kredit antara 

debitur dan kreditur. Secara umum pengertian perjanjian adalah suatu tindakan 

seseorang untuk berjanji kepada orang lain atau orang-orang tersebut saling 

berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Perjanjian tersebut memiliki ketentuan-

ketentuan sehingga memiliki kepastian hukum dan menjadi undang-undang bagi 

para pihak yang saling mengadakan perjanjian.   

Perjanjian kredit adalah salah satu perjanjian innominaat sehingga 

kekuatannya secara khusus tidak diatur dalam KUH Perdata. Sehingga para ahli 

hukum memiliki pendapat yang berbeda mengenai hal ini, dalam pengaturannya 

perjanjian kredit dibagi menjadi dua yaitu ada yang pengaturannya merujuk pada 

Buku III dan juga pengaturannya merujuk pada Undang-undang Perbankan. Di 

dalam perjanjian kredit subjek hukum adalah pihak kreditur yang berhak atas 

prestasi dan pihak debitur yang berkewajiban atas prestasi. Hal ini juga diatur 
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dalam pasal 1234  bahwa prestasi dapat berbentuk memberikan sesuatu, berbuat 

sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.         

Saat pelaksanaanya perjanjian kredit kedua belah pihak bertujuan untuk 

memperoleh prestasi dari masing-masing pihak. Namun dalam berjalannya waktu 

perjanjian salah satu pihak sudah tidak memenuhi prestasinya sehingga 

menimbulkan wanprestasi. Wanprestasi tersebut disebabkan beberapa faktor 

Menurut Iswi Hariyani di dalam bukunya yang berjudul “Hapus Buku & Hapus 

Tagih” (2008 : 17) berpendapat bahwa wanprestasi dapat disebabkan beberapa 

yang terdiri dari faktor internal maupun eksternal. Faktor internal penyebab 

wanprestasi antara lain kebijakan perkreditan yang ekspansif, menyimpang dalam 

pelaksanaan prosedur perkreditan, itikad kurang baik dari pemilik, pengurus atau 

pegawai bank, lemahnya sistem informasi kredit macet. Sedangkan faktor 

eksternal penyebab wanprestasi adalah kegagalan usaha debitur, pemanfaatan 

iklim persaingan perbankan yang tidak sehat oleh debitur, serta menurunnya 

kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga kredit.  

Hikmah (2015) dalam Jurnal Cahaya Keadilan yang berjudul Pelaksanaan 

Penyelesaian Kredit Macet Secara Non Litigasi (Studi di PT. BPR Hasa Mitra) 

menyimpulkan penyebab terjadinya kredit macet dapat disebabkan oleh faktor 

kreditur maupun debitur. Faktor dari Kreditur  disebabkan kelemahan dalam 

analisis kredit, kreditur terlalu percaya terhadap kemauan dan kemampuan 

nasabah, tidak memiliki informasi yang memadai khususnya karakter nasabah dan 

kebijakan pimpinan. Faktor dari debitur meliputi tidak kooperatifnya debitur, 

persaingan usaha yang menyebabkan usaha menurun atau bangkrut, debitur yang 
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memiliki hutang dimana-mana. Hal ini yang menyebabkan banyaknya debitur 

mengalami wanprestasi maupun disengaja ataupun tidak di sengaja.  

Dalam menyelesaikan wanprestasi pihak bank akan melihat terlebih 

dahulu kondisi kredit yang bermasalah tersebut. Penyelesaian Wanprestasi dapat 

ditempuh dua jalur yaitu litigasi dan non litigasi, penyelesaian melalui jalur non 

litigasi pada umumnya memberikan keuntungan kepada pihak debitur maupun 

kreditur. Untuk menempuh jalur non litigasi pihak kreditur mempunyai 

pertimbangan atau alasan-alasan tertentu yang membuat mereka memilih 

menyelesaikan wanprestasi melalui jalur non litigasi. Dengan pembahasan yang 

telah dijelaskan diatas, Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul “Penyelesaian Non Litigasi Dalam Wanprestasi Perjanjian Kredit Pada 

Bank”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis ingin mengemukakan 

beberapa permasalahan sebagai berikut : 

1. Apa faktor - faktor penyebab terjadinya wanprestasi dan akibat hukum 

yang ditimbulkan terhadap suatu perjanjian kredit? 

2. Bagaimana mekanisme perlindungan hukum bagi nasabah dalam 

penyelesaian wanprestasi terhadap Perjanjian Kredit? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini 

adalah : 
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1. Untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor penyebab wanprestasi dan 

akibat hukum yang ditimbulkan. 

2. Untuk mengetahui dan memahami mekanisme perlindungan hukum bagi 

nasabah dalam penyelesaian wanprestasi. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang diharapkan dari 

penelitian ini adalah :  

1. Diharapkan hasil penelitian dapat menjadi masukan kepada para pihak 

yang khususnya berkaitan dengan upaya penyelesaian wanprestasi dalam 

perjanjian kredit   

2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi 

penulis, khususnya mengenai hukum perdata dalam hal penyelesaian 

wanprestasi.  

3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk menambah ilmu 

pengetahuan bagi pembaca atau masyarakat serta dapat menjadi referensi 

untuk masyarakat yang sedang mengalami masalah mengenai 

penyelesaian wanprestasi. 
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